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PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PEDOMAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

ABSTRAK: • Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 

tentang Desa dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 

Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa. 

• Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 

Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 110 Tahun 2016 

• Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Keanggotaan BPD; Kelembagaan BPD; 

Fungsi, Tugas, Kewenangan, dan Hak BPD; Hak, Kewajiban, dan Larangan 

Anggota BPD; Peningkatan Kapasitas dan Laporan Kinerja BPD; Peraturan 

Tata Tertib BPD; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan 

Peralihan; serta Ketentuan Penutup; 

CATATAN: • Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 

2020. 

• Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 8 Tahun 2006 tentang 

Badan Permusyawaratan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

• 16 hlm. 
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